PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/PERMENTAN/KR.040/6/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
43/PERMENTAN/OT.140/6/2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA
TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pemasukan Umbi Lapis telah diatur dalam
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina
Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis
Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
bahwa untuk melakukan mitigasi risiko masuk dan
tersebarnya OPTK dapat diterapkan Indonesia Single
Risk Management;

bahwa berdasarkan analisis risiko target OPTK pada
Umbi Lapis berupa bawang putih dapat dikendalikan
dengan tindakan perlakuan,;

bahwa untuk meningkatkan pelayanan karantina
tumbuhan, Tempat Pemasukan bawang putih perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina

Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Menteri



Mengingat

Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pertanian = Nomor  43/Permentan/OT.140/6/2012
tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk
Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam

Wilayah Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5170);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/
OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/
OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan
Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 395);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/
OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian @ Nomor  51/Permentan/KR.010/9/2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 93 /Permentan/0OT.140/12/ 2011 tentang Jenis
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1432);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94 /Permentan/
OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan
Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/
OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/
12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran
Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina

Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis



Menetapkan

Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
632);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.140/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/
KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan
Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal
Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1757);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/
HR.060/5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk
Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 716);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR  43/PERMENTAN/OT.140/6/2012 TENTANG
TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN
SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan
Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi
Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632)
diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 disisipkan 1
(satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga berbunyi sebagai
berikut:



(1)

(1a)

(2)

(3)

(4)

Pasal 14
Tempat Pemasukan untuk Umbi Lapis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya;
b. Pelabuhan Laut Belawan, Medan;
c. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta; dan
d. Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, Makassar.
Umbi Lapis berupa bawang putih dengan target OPTK
yang dapat dikendalikan dengan tindakan perlakuan,
selain melalui Tempat Pemasukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan melalui
Pelabuhan Laut Tanjung Priok, Jakarta.
Selain Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Tempat Pemasukan yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan di
bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas dapat  dipergunakan sebagai  Tempat
Pemasukan Umbi Lapis.
Pemasukan Umbi Lapis melalui Tempat Pemasukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi dan dilarang
diedarkan di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diberlakukan terhadap pemasukan Umbi Lapis yang
berasal dari area produksi bebas infestasi OPTK di
negara asal yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 atau negara yang telah diakui

sistem keamanan pangannya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 788



